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1.  Latar Belakang.  

 

  Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagai institusi pelaksana terdepan dalam 

pengembangan di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, lembaga ini 

dituntut untuk berperan aktif untuk  mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta meningkatkan kesejahteraan  masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan 

riset dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangasih 

dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan 

masyarakat dunia. 

  Dukungan yang diberikan oleh LPPM ITS sebagai institusi yang melaksanakan 

riset dan pengabdian kepada masyarakat maka harus menghasilkan penelitian sesuai 

prioritas nasional,  menjamin pengembangan penelitian unggulan, m eningkatkan mutu 

yang relevan bagi masyarakat, meningkatkan perolehan HKI secara nasional maupun 

internasional, demikian juga  pengabdian kepada masyarakat harus mampu 

menciptakan inovasi teknologi, mampu  melakukan alih teknologi, dan mampu 

melakukan pengentasan masyarakat tersisih (preferentialoption for the poor).  

 LPPM ITS dalam mengelola penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

berdasarkan standar Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standard 

Standar Nasional  Pendidikan Tinggi terkait deng an ruang lingkup dan penjelasan 

Standar Nasional Penelitian sebagai berikut :  

a. Standar hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria  minimal tentang: a) mutu 

hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta meningkatkan kes ejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan 

budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta 

memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat 

rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum 

atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, 

dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat dig unakan untuk menyampaikan 

hasil penelitian kepada masyarakat.  



 
 

 

b. Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) 

kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) 

berorientasi pada luaran penelitian yang ber upa penjelasan atau penemuan 

untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat 

baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi 

masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus 

untuk kepentingan nasional; dan d) memuat prinsip -prinsip kemanfaatan, 

kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.  

c. Standar proses penelitian, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yan g terdiri 

atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya 

akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d) 

penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas 

akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga 

harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta 

memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.  

d. Standar penilaian penelitian , yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang 

meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi 

dengan prinsip penilaian paling sedikit ed ukatif, objektif, akuntabel, dan 

transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya 

dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan 

kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; c) 

penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat 

mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil 

penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.  

e. Standar peneliti, merupakan kriteria minimal  peneliti yang meliputi: a) 

kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat 

penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek 

penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang 

ditentukan b erdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; c) 

menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci 

yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.  



 
 

 

f.  Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal: a) sarana 

dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses 

penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi 

yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan 

bidang ilmu program studi serta dapa t dimanfaatkan juga untuk proses 

pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memenuhi 

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan 

peneliti, masyarakat, dan lingkungan.  

g. Standar pengelolaan penelitian, merupakan krite ria minimal tentang: a) 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana 

dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang 

bertugas untuk mengelola  penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang 

sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.  

h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian , yaitu: a) kriteria minimal 

sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal 

dana penelitian internal perg uruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan 

lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; 

b) digunakan untuk membiayai perencan aan penelitian, pelaksanaan 

penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, 

pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan 

penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiaya i 

manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan 

penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, 

dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

 

 Adapun riset unggulan yang dilakukan diarahkan pada Rencana Induk Penelitian 

yang telah ditetapkan sebagai arah kebijakan dan pengambilan keputusan pengelolaan 

penelitian meliputi  bidang (1) Ketahanan pangan, (2) Ketahanan Energi, (3) Good 

Governance, (4) Agroforestry,  dan (5) Kesehatan Gizi dan Obat-obatan.  

 

 Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan 

pada standar Dit.Litabmas Dikti dan prinsip otonomi dan akuntabilitas,  peneliti/  



 
 

 

pengabdi diwajibkan  untuk membuat laporan baik laporan pelaksanaan kegi atan 

maupun laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan pertanggungjawaban 

keuangan kegiatan penelitian dan  pengabdian kepada masyarakat harus tertib 

administrasi dan disusun secara benar berdasarkan peraturan perundang undangan 

yang berlaku maka LPPM ITS perlu membuat  panduan penyusunan pertanggung 

jawaban keuangan (SPJ) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

2.  Ketentuan umum .  

a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat oleh Ketua Pelaksana 

Kegiatan/Peneliti/Pengabdi dengan mengacu pada P eraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.02/2015, tanggal 26 

Maret 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. 

b. Bukti-bukti SPJ dibuat dan disusun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya 

Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat yang termuat dalam proposal 

pelaksanaan kegiatan dan disusun sesuai realisasi pengeluaran Biaya (contoh 

lihat lampiran A ) dijilid dalam bentuk ring meliputi :  

1. Belanja Bahan 

Untuk pembiayaan Belanja Bahan habis pakai dan peralatan penunjang, 

di sesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan dirinci  

2. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 

Pembiayaan belanja barang non operasional lainnya digunakan untuk 

biaya pembuatan laporan awal, laporan perkembangan dan laporan 

akhir penelitian dan lain -lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan 

penelitian dan dirinci  

3. Belanja Perjalanan Lainnya 

Pembiayaan perjalanan peneliti, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan 

dan kondisi di lapangan dan dirinci  

4. Belanja Honorarium 

Belanja Honorarium besarannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.02/2015, tanggal 

26 Maret 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. 



 
 

 

Tabel 2.1 Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan : 

URAIAN SATUAN TARIF 

Koordinator Peneliti  OB  Rp             420.000  

Pembantu Peneliti  OJ  Rp               25.000  

Pengolah Data Penelitian/Perekayasaan  Rp          1.540.000 

Petugas Survey OR  Rp                8.000  

Pembantu Lapangan OH  Rp               80.000  

Sekretariat Peneliti  OB  Rp             300.000  

 

Tabel 2.2 Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan : 

URAIAN SATUAN TARIF 

Perekayasa Utama OJ  Rp        60.000  

Perekayasa Madya OJ  Rp        50.000  

Perekayasa Muda OJ  Rp        40.000  

Perekayasa Pertama OJ  Rp        35.000  

Sumber :  
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.02/2015, tanggal 26 Maret 
2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (dapat di unduh di Website LPPM: 
SBM_2016) 

 

c. SPJ berdasarkan realisasi dana kegiatan sesuai tahapan pencairan/termin yang 

diterima sesuai Sub Kontrak (70% & 30%). 

d.   Prosentase pembiayaan/pengeluaran masing-masing biaya (poin b ) harus 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  

 

Tabel 2.3 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi yang 
Diajukan Setiap Tahun.   

No Jenis Pengeluaran 

Biaya yang di usulkan (Rp) 

Tahun 
ke-1 

Tahun...  Tahun n 

1 

Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, 
pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, 
honor operator, dan honor pembuat sistem (maksimum 
30% dan dibayarkan sesuai ketentuan) 

   

2 

Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, surat 
publikasi, penyusunan laporan, cetak, penjilidan 
laporan, publikasi, pulsa, in ternet, bahan laboratorium, 
langganan jurnal (maksimum 60%) 

   

3 
Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, 
seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-konsumsi, 
perdiem/lumpsump, transport (maksimum 40%)  

   

4 
Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium,  
kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang 
penelitian lainnya (maksimum 40%) 

   

 
Sumber :  
Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat di Perguruan Tinggi -Edisi X 
Tahun 2016 (dapat di unduh di SIMLITABMAS) 

http://lppm.its.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/SBM_2016.pdf


 
 

 

e.  Bukti Pengeluaran (kuitansi ) dibuat rangkap 3  dengan perincian sebagai 

berikut:  

1. Arsip LPPM rangkap 2 (asli dan tembusan) 

2. Arsip Peneliti rangkap 1 ( copy) 

Pengertian òrangkapó adalah tembusan (Stempel basah) dan bukan 

stempel basah yang di fotocopy.  

f.  Bukti pengeluaran : (Lihat Lampiran Flowchart ) 

1. Disusun secara rapi sesuai urutan tanggal di RAB 

2. Diserahkan ke LPPM belum dalam bentuk jilidan (untuk di tandatangani 

Ketua LPPM) 

3. Di jilid dengan bentuk jilidan ring (agar mudah di perbaiki atau di jilid 

kembali bila ada perbaikan) dan di serahkan ke LPPM beserta 1 keping 

CD Laporan Keuangan Penelitian. 

g.  Dana berupa penelitian (sumber dana : Ristekdikti, Rupiah Murni (DIPA ITS) 

dan Kerjasama) tidak diperbolehkan untuk belanja modal. M isalnya: 

peralatan kantor (barang inventaris ka ntor), komputer, mebelair , dan lain-

lain, kecuali penelitian yang berbentuk Pengabdian Kepada Masyarakat. 

Pembelian alat yang kemudian di hibahkan maka di buktikan dengan Berita 

Acara Hibah. 

h.  Warna Cover laporan pertanggungjawaban keuangan menyesuaikan dengan 

Laporan hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat berdasarkan 

skim/jenis kegiatan.  

 

3.  Tata Cara Pembelian (contoh lihat pada lampiran B)  

Kuitansi pembelian barang/jasa atau sewa diketik rangkap dua dengan ketentuan :  

a.  Diketik òSudah terima dari  :  Kuasa pengguna Anggaran ITSó 

b. Nilai nominal dan nilai terbilang harus sama dengan perincian 

barang/jasa/sewa yang  dilakukan/dibeli.  

c. Nomor NPWP toko harus di isi bila pembelian dikenakan PPh 

d.  Untuk Pembayaran, d iperinci sesuai barang/jasa/sewa  yang dilakukan. 

e. Materai  

     Setiap pembelian barang/jasa, sewa dibubuhi materai (PP No. 7 Tahun 1995  

tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu No. 55/PMK.03/2009 



 
 

 

tentang  bentuk Ukuran dan Warna Benda Materai) dengan perincian sebagai 

berikut : 

B1. Pembelian barang dengan nilai s/d Rp 249.999,- tanpa dibubuhi materai.  

 Belanja jasa atau dengan nilai s/d Rp 249.999,- dikenakan PPh 23, SPJ 

tanpa dibubuhi materai.   

 (dilampiri SSP PPh 23, 2 % untuk Toko yang memiliki NPWP, Nomor NPWP 

wajib di isi di lembar SPJ dan 4% untuk Toko yang tidak memiliki NPWP) 

B2.Pembelian barang Rp. 250.000,- s/d Rp. 999.999,- dibubuhi  materai 

Rp.3.000,- 

 Belanja jasa atau sewa Rp. 250.000,- s/d Rp. 999.999,- dikenakan PPh 23, 

SPJ dibubuhi  materai Rp.3.000, - 

 (dilampiri SSP PPh 23, 2 % untuk Toko yang memiliki NPWP, Nomor NPWP 

wajib di isi di lembar SPJ dan 4% untuk Toko yang tidak memiliki NPWP) 

B3.Pembelian barang/jasa ata u sewa Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.999.999,- SPJ 

dibubuhi  materai Rp.6.000,- 

 (dilampiri Nota,  e-Faktur, SSP PPn dan PPh23 bila dikenakan) 

B4.Pembelian barang/jasa ata u sewa Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 9.999.999,- SPJ 

dibubuhi  materai Rp.6.000,- 

 (dilampiri Nota,  e-Faktur, SSP PPn dan PPh22 atau PPh23) 

B5.Pembelian barang/jasa Ó Rp. 10.000.000,- dilampiri:  

 - SPJ dibubuhi  materai Rp.6.000,- 

 - SPJ dilampiri Nota,  e-Faktur, SSP PPn dan PPh22 atau PPh23 

- Fotokopi NPWP toko/pemberi jasa.  

- Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). 

- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 

- Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

- Fotokopi Akte Pendirian dari Notaris.  

B6.Pembelian barang/jasa Ó Rp. 201.000.000,- mengikuti formasi di Unit 

Layanan Pengadaan (ULP) ITS. 

f .  Tanggal transaksi sesuai tanggal pembelian, distempel dan ditandatangani 

toko/jasa,  mengetahui ketua pelaksana/peneliti.  

g. Dikenakan pajak penghasilan (PPh) pembelian barang dengan ketentuan :  

1. Pajak Penghasilan PPh Ps. 22 (Pasal 22 Undang Undang PPh, Permenkeu 

No.154/PMK.03/2010 dan Perdirjen Pajak nomor : Per-57/PJ/2010 



 
 

 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

nomor : Per-15/PJ/2011) setiap  pembelian barang > dari Rp 2.000.000,- 

dikenakan pajak sebesar 1,5% dari nilai pembelian, (tidak termasuk PPN) 

dilampiri bukti Surat Set oran Pajak (SSP), E-Faktur dengan NPWP, tanda 

tangan, stempel toko.  

2. Pajak Penghasilan PPh Ps. 23 (pasal 23 Undang-undang PPh, Permenkeu 

No. 244/PMK.03/2008) Setiap pembelian jasa/sewa < dari Rp1.000.000, - 

dikenakan pajak PPh Ps. 23 (sebesar 2% bila memiliki NPWP dan 4% bila tidak 

memiliki NPWP) dari nilai pembelian jasa/sewa, dilampiri SSP.  

3. Setiap pembelian jasa/sewa > dari Rp. 1.000.000, - dikenakan PPh 23 

sebesar 2% dari DPP, dilampiri SSP, E-Faktur dengan NPWP 

4. Pembelian konsumsi/jasa catering berapapun ni lainya dikenakan PPh 23 

sebesar 2%, dari nilai pembelian, dilampiri SSP, E -Faktur dengan NPWP 

dan presensi/daftar hadir.  

5. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) (PPh Ps. 4 ayat 2) setiap sewa tanah/ 

bangunan berupa tanah, rumah, dan lainnya dikenakan pajak 10% dari 

nilai sewa, dilampiri  SSP, dengan NPWP stempel yang menyewakan 

badan/orang pribadi.   

h. Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian barang/jasa/sewa 

(Undang-undang No. 42 Tahun 2009, Permenkeu No. 68/PMK.03/2010, 

Peraturan Dirjen Pajak  No. 44/PJ/2010, Keputusan Menteri Keuangan No. 

563/KMK.03/2003) setiap pembelian barang/jasa yang nilainya > Rp 1.000.000, - 

dengan satu penyedia barang/jasa dalam jangka waktu satu bulan kalender dan 

tidak merupakan pembayaran yang terpecah pecah dikenakan PPN sebesar 10% 

dari DPP, dilampiri SSP, e-Faktur.  

Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP):  

DPP = 100/110 x Jumlah Pembelian. 

i.  Untuk penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang telah terpotong pajak 

oleh LPPM tidak diwajibkan untuk membayar pajak lagi.  

j.  Penggunaan Faktur Pajak Manual digantikan dengan Faktur Pajak berbentuk 

Elektronik (e-Faktur) , sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Keuangan pengumuman No.PENG-2/PJ.02/2015  

k.  Dilampiri nota pembelian asli dari toko.  

 

 



 
 

 

4. Tata Cara Pertanggungjawan Perjalanan Dinas (Contoh lihat lampiran C & D).  

Perjalanan Dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik 

Indonesia Nomor: 65/PMK.02/2015, tanggal 26 Maret 2015 tentang Standar Biaya 

Masukan Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan: 

a. Bukti kui tansi diketik dengan jumlah sesuai dengan jumlah biaya perjalanan 

dinas yang diterimakan kepada pena ngungjawab kegiatan/peneliti/anggota 

peneliti.  

b. Setiap Perjalanan Dinas dilampiri Surat Tugas dari Ketua LPPM (Kop Surat 

LPPM ITS).  

c. Setiap Perjalanan Dinas dilampiri  Rincian Biaya Perjalanan Dinas, yang 

memuat perincian biaya perjalanan  dan ditandatangani oleh yang 

bersangkutan, serta diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

d. Setiap Perjalanan Dinas dilampiri dengan Daftar Pengeluaran Biaya Riil, 

untuk mempertanggungjawabkan bukti yang tidak bisa dilampirkan (contoh: 

taxi, ojek,  bis, travel,  dll) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 

diketahui oleh Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK).  

e. Setiap perjalanan dinas dilampiri Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 

yang ditandatangani dan distempel oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

dan ditandatangani oleh  pejabat dari tempat yang dituju/  

didatangi/setempat.  

f.  Dilampiri tiket (pesawat, kereta api, kapal laut), airport tax , boarding pass 

(jika  menggunakan pesawat udara).  

g. Dilampiri bukti penginapan jika bermalam.  

 Peruntukan Hotel berbintang :  

 Hotel Bintang Lima     :  Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Lembaga 

Negara,Menteri, Pejabat setingkat Menteri, serta 

Pejabat Negaralainnya yang setara. 

 Hotel Bintang Empat :  Gubenur, Wakil Gubenur, dan pejabat negara 

lainnya yang setara Pejabat Eselon I serta Pejabat 

eselon II. 

 Hotel Bintang tiga       :  Pejabat Eselon III/Gol IV.  

 Hotel Bintang dua       :  Pejabat eselon IV/Gol III.  

 Hotel Bintang satu      :  PNS Gol II/I dan te naga tetap non PNS. 



 
 

 

h. Diberikan uang harian sesuai ketentuan yang berlaku, uang harian sudah 

termasuk untuk uang makan, uang saku dan transport lokal.  

i.  Apabila dalam Perjalanan Dinas tersebut yang melaksanakan perjalan 

adalah Ketua beserta anggota (maksimal 4 pengikut) diperbolehkan hanya 

melampirkan 1 berkas SPPD saja (contoh pada Lampiran SPPD 1 & 2) 

 

5. Tata Cara pertanggungjawaban Honorarium (contoh lihat lampiran E) 

a. Kuitansi honorarium diketik rangkap dua dalam bentuk  daftar honorarium.  

b. Di dalam daftar penerima honorarium tercantum nama  penerima, NPWP, 

golongan penerima, jabatan dalam kegiatan, jumlah honorarium sebelum 

dipotong pajak PPh Ps. 21, jumlah honorarium  setelah dipotong pajak, 

tanda tangan penerima, tandatangan mengetahui ketua peneliti kegiatan . 

(lihat contoh lampiran E) 

c. Bukti SSP PPh Ps. 21, dilampirkan dengan menggunakan NPWP Bendahara 

Pengeluaran ITS.  

d. Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Ps. 21 (PPh 21) adalah Undang-undang 

PPh Ps. 21, PP No. 80 tahun 2010, Permenkeu No. 252/PMK.03/2008, 

Permenkeu No. 262/PMK.03/2010, Peraturan Dirjen Pajak No. PER-

57/PJ/2009.   

e. Pembayaran penghasilan atas gaji, tunjangan, honorarium, upah, uang 

makan, dan pembayaran lainnya (tidak termasuk pembayaran biaya 

perjalanan dinas) Pajak Penghasilan (PPh. Ps 21) Setiap penyerahan 

honorarium dikenakan pajak sebesar 15% dari pengasilan Bruto. 

 

6. Penyusunan Bukti -Bukti Spj  

1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan disusun sesuai Rencana Pelaksanaan 

Penelitian atau Pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) sesuai prosedur 

dan aturan pendana.  

2. Warna cover disesuaikan dengan laporan hasil penelitian atau pelaksanaan 

Abdimas.  

3. Pada halaman satu, disusun rekapitulasi penggunaan dana yang memuat 

urutan bukti ð bukti pengeluaran sesuai kelompok belanja dan tanggal 

pengeluaran  

 

 



 
 

 

4. Bukti pengeluaran untuk:  

a. Lampiran 1 : Format rekapitulasi penggunaan anggaran  

b. Lampiran 2 : Format kuitansi pembelian  

c. Lampiran 3 : Format perjalanan dinas  

d. Lampiran 4 : Format honorarium 

5. Kuitansi/nota pembelian sebagai bukti pengeluaran disusun secara rapi 

sesuai urutan transaksi, kemudian dijilid dan dikumpulkan di LPPM  ITS.  

6. Bukti pengeluaran dibuat rangkap 3 (tiga), dengan rincian sebagai berikut:  

a. Arsip LPPM berupa bukti asli rangkap 2 (Asli dan Tembusan) 

b. Arsip peneliti rangkap 1 (copy)  

7. Dana penelitian tidak d iperbolehkan  untuk belanja investasi/modal, 

misalkan komputer, laptop, printer, mebelair, dll.  

 

7. Buku Pembantu Pajak Penelitian   

Dibuat dengan rincian tersebut dibawah :  (contoh lihat lampiran H)  

 ASLI 1 (satu) untuk LPPM dengan lampiran sesuai format  dan TANPA DIJILID 

 

8. Penutup  

Demikian panduan penyusunan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat disusun untuk tertib administrasi keuangan, 

laporan keuangan dibuat secara benar, mengurangi perbedaan persepsi, dan 

mengurangi banyaknya variasi model pelaporan.  

 

Semoga pedoman ini dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan laporan 

keuangan bagi para peneliti/penanggungjawab kegiatan.  



 
 

 

CONTOH LAPORAN KEUANGAN PENELITIAN dan PENGABDIAN 

LAMPIRAN : A 

Format sampul muka 

(warna sampul/cover disesuaikan dengan warna laporan penelitian)  

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (70%) 

PROGRAM HIBAH PENELITIAN 

 

(SKEMA PENELITIAN) 

TAHUN ANGGARAN 2016 

 

 

 

(JUDUL PENELITIAN atau JUDUL PENGABDIAN) 

 

 

KETUA      :  

ANGGOTA : 

 

DIBIAYAI OLEH: 

DANA............... TAHUN ANGGARAN.........  

 

Sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) 

Nomor: éééééééééééééééééééééééééééé, tanggal ééééééé. 

 

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 

2016 



 
 

 

LAMPIRAN : A1 

 

Rekapitulasi Penggunaan Dana Penelitian 

 

 

(Rekap ini di ambil dari SIMLITABMAS, untuk Penelitian dengan dana Direktorat Riset 

dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) RISTEKDIKTI) 

 

Selain dengan dana tersebut  halaman ini di abaikan  



 
 

 

LAMPIRAN : A2  (Format Rekapitulasi Penggunaan Dana) 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (70%) 

PROGRAM HIBAH PENELITIAN 

(SKEMA PENELITIAN) 

TAHUN ANGGARAN 2016 

 
 
Judul Penelitian  : ........ ......  
Ketua Peneliti  : ..............  
NIDN :..............  
Perguruan Tinggi : ..............  
Jurusan/Fakultas : ..............  
Nama Anggota (1) :..............  
Nama Anggota (2) :..............  
Nama Anggota (3) :..............  
Total Dana Disetujui  :  Rp.Xxxx 
 
Penggunaan  :  
Tahap I/II  : Rp.Xxxx (Pilih salah 1, Laporan Keuangan tahap I atau tahap II) 

Sisa Dana : Rp.Xxxx 
 

Rekapitulasi Penggunaan Dana  

1. Belanja Bahan           

Item Bahan Volume Satuan 

Harga 
Total  

Pajak PPh 

Satuan 21 22 23 PPn 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Material 1    
 

  
 

        

Material 2    
 

  
 

        

Material 3    
 

  
 

        

Material ke n    
 

  
 

        

                  

    
Sub Total 

(Rp) 
            

2. Belanja Barang Non Operasional Lainnya             

Item Barang Volume Satuan 

Harga 
Total  

Pajak PPh 

Satuan 21 22 23 PPn 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Peralatan Penunjang 1   
 

  
 

        

Peralatan Penunjang 2   
 

  
 

        

Peralatan Penunjang 3   
 

  
 

        

Peralatan Penunjang ke n   
 

  
 

        

                  

    
Sub Total 

(Rp) 
            



 
 

 

3. Belanja Perjalanan Lainnya                  

Item Perjalanan  Volume Satuan 

Biaya 
Total  

Pajak PPh 

Satuan 21 22 23 PPn 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Perjalanan ke tempat/kota A    
 

  
 

        

Perjalanan ke tempat/ko ta n   
 

  
 

        

                  

    
Sub Total 

(Rp) 
            

4. Belanja Honorarium                  

Item Honor Volume Satuan 

Honor/  
Total  

Pajak PPh 

Jam 21 22 23 PPn 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Ketua *) 
 

  
 

        

Anggota 1   
 

  
 

        

Anggota 2   
 

  
 

        

Anggota ke n   
 

  
 

        

                  

    
Sub Total 

(Rp) 
            

                  

  Total Keseluruhan (Rp)           

 

Mengetahui,       Surabaya,.................  
Ketua LPPM        Ketua Peneliti  
 

 

Nama Lengkap                                                       Nama Lengkap 
NIP..................                                    NIP................  
 

 

*Catatan:  

1. Harga barang yang dimasukkan adalah harga sebelum dipotong pajak. 

2. Nilai pajak yang dimasukkan adalah jumlah potongan PPn/PPh atau jumlah yang tercantum 

pada SSP. 

 



 
 

 

LAMPIRAN : B1 

 

1. Format Kuitansi pembelian dengan nilai s/d Rp 2 49.999,- 

 

*Catatan:  

1. Pada bagian tanggal, harus sama dengan tanggal yang ada pada nota toko 

2. Tempelkan/sertakan juga nota pembelian asli dari toko yang telah distempel dan ditanda 

tangani oleh petugas/pemilik toko sebagai lampiran.  

3. Dilampiri Surat Setor Pajak (SSP PPh 23 bila dikenakan) dan Nomor NPWP di isi bila dikenakan 

PPh 23 sebesar 2% 

                  

  

    

Tahun Anggaran  :  ...........     

  

    

Bukti kas No       : .......(No.Urut)/LPPM/.....(Bln)/....(Th)     

  

       

  

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran ITS 

  

  

  

       

  

Banyaknya Uang :  RP 200.000  

  

  

         

 NPWP : 07.773.920.9-502.000 

  

  

Untuk Pembayaran : Pembelian 2 bh Tinta Printer Canon iP 1880@ Rp.100.000,- = Rp 200.000,- Untuk 

menunjang kegiatan Penelitian....... (judul penelitian atau judul pengabdian)   

   

     

  

Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah       

                  

  

       

  

Mengetahui, 

    

 Surabaya ,..............    

Ketua Peneliti 

    

  

 

  

  

       

  

  

    

(ttd & Stempel toko) 

 

  

  

       

  

  

       

  

Nama Lengkap 

    

Nama Terang  

 

  

NIP................ 

      

  

                  



 
 

 

CONTOH NOTA 

 

 

 

 

 

 

 

*Catatan:  

1. Tanggal dan Nama Pembeli harus di isi 

2. Tempelkan/sertakan juga nota pembelian asli dari toko yang telah distempel dan 

ditanda tangani oleh petugas/pemil ik toko sebagai lampiran.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN : B2 

 

2. Format Kuitansi pembelian dengan nilai Rp 250.000, - s/d Rp 999.999, - 

 

*Catatan  :  

1. Pada bagian tanggal, harus sama dengan tanggal yang ada pada nota toko 

2. Tempelkan/sertakan juga nota pe mbelian asli dari toko yang telah distempel dan ditanda 

tangani oleh petugas/pemilik toko sebagai lampiran.  

3. Dilampiri Surat Setor Pajak (SSP PPh 23 bila dikenakan) dan Nomor NPWP di isi bila dikenakan 

PPh 23 sebesar 2% 

                  

  

    

Tahun Anggaran  :  ...........     

  

    

Bukti kas No       : .......(No.Urut)/LPPM/.....(Bln)/....(Th)     

  

       

  

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran ITS 

  

  

  

       

  

Banyaknya Uang :  RP 300.000  

  

  

         

 NPWP : 07.773.920.9-502.000 

  

  

Untuk Pembayaran : Pembelian 3 bh Tinta Printer Canon iP 1880@ Rp.100.000,- = Rp 300.000,- Untuk 

menunjang kegiatan Penelitian....... (judul penelitian atau judul pengabdian)   

   

     

  

Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah     

                  

  

       

  

Mengetahui, 

    

 Surabaya ,..............    

Ketua Peneliti 

    

  

 

  

  

       

  

  

    

(ttd & Stempel toko) 

 

  

  

    

Materai Rp 3000 

 

  

  

       

  

Nama Lengkap 

    

Nama Terang  

 

  

NIP................ 

      

  

                  



 
 

 

CONTOH NOTA 

 

 

 

 

 

 

*Catatan:  

1. Tanggal dan Nama Pembeli harus di isi 

2. Tempelkan/sertakan juga nota pembelian asli dari toko yang telah distempel dan 

ditanda tangani oleh petugas/pemilik toko sebagai lampiran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN : B3 

 

3. Format Kuitansi pembelian dengan nilai  Rp 1.000.000, - s/d Rp 1.999.999, - 

 

*Catatan:  

1. Dilampiri nota pembelian asli dari toko yang telah distempel dan ditanda tangani.  

2. Dilampiri e-Faktur, Surat Setor Pajak (SSP) PPn  

3. Nomor NPWP wajib di isi 

4. Dilampiri Surat Setor Pajak (SSP PPh 23 bila dikenakan)  

                  

  

    

Tahun Anggaran  :  ...........     

  

    

Bukti kas No       : .......(No.Urut)/LPPM/.....(Bln)/....(Th)     

  

       

  

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran ITS 

  

  

  

       

  

Banyaknya Uang :  RP 1.100.000  

  

  

         

 NPWP : 07.773.920.9-502.000 

  

  

Untuk Pembayaran : Pembelian 10 bh Tinta Printer Canon iP 1880@ Rp.100.000 + PPn 10% = Rp 

1.100.000,- Untuk menunjang kegiatan Penelitian....... (judul penelitian atau judul 

pengabdian)   

   

     

  

Terbilang : Satu Juta Seratus Ribu Rupiah     

                  

  

       

  

Mengetahui, 

    

 Surabaya ,..............    

Ketua Peneliti 

    

  

 

  

  

    

(ttd & Stempel toko) 

 

  

  

    

Materai Rp 6000 

 

  

  

       

  

  

       

  

Nama Lengkap 

    

Nama Terang  

 

  

NIP................ 

      

  

                  



 
 

 

CONTOH NOTA 

 

 

 

 

 

 

*Catatan:  

1. Tanggal dan Nama Pembeli harus di isi 

2. Tempelkan/sertakan juga nota pembelian asli dari toko yang telah distempel dan 

ditanda tangani oleh petugas/pemilik toko sebagai lampiran.  



 
 

 

 

 

*Catatan:  

1. e-Faktur di tandatangani secara elektronik sehingga tidak dipersyaratkan lagi untuk 

ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena 

Pajak.  

2. e-Faktur menggunakan mata uang Rupiah  



 
 

 



 
 

 

 

CONTOH SURAT SETOR PAJAK 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN : B4 

 

4. Format Kuitansi pembelian dengan nilai  Rp 2.000.000, - s/d Rp 9.999.999, - 

 

*Catatan:  

1. Dilampiri nota pembelian asli dari toko yang telah distempel dan ditanda tangani.  

2. Dilampiri e-Faktur, SSP PPn dan PPh22 atau PPh23 

3. Nomor NPWP wajib di isi 

                  

  

    

Tahun Anggaran  :  ...........     

  

    

Bukti kas No       : .......(No.Urut)/LPPM/.....(Bln)/....(Th)     

  

       

  

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran ITS 

  

  

  

       

  

Banyaknya Uang :  RP 2.200.000  

  

  

         

 NPWP : 07.773.920.9-502.000 

  

  

Untuk Pembayaran : Pembelian 20 bh Tinta Printer Canon iP 1880@ Rp.100.000 + PPn 10% = Rp 

2.200.000,- Untuk menunjang kegiatan Penelitian....... (judul penelitian atau judul 

pengabdian)   

   

     

  

Terbilang : Dua Juta Dua Ratus Rupiah     

  

       

  

                  

  

       

  

Mengetahui, 

    

 Surabaya ,..............    

Ketua Peneliti 

    

  

 

  

  

    

(ttd & Stempel toko) 

 

  

  

    

Materai Rp 6000, 

 

  

  

       

  

  

       

  

Nama Lengkap 

    

Nama Terang  

 

  

NIP................ 

      

  

                  



 
 

 

 

CONTOH NOTA 

 

 

 

 

 

 

*Catatan:  

1. Tanggal dan Nama Pembeli harus di isi 

2. Tempelkan/sertakan juga nota pembelian asli dari toko yang telah distempel dan 

ditanda tangani oleh petugas/pemilik toko sebagai lampiran .  

 



 
 

 

 

 

*Catatan:  

1. e-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak dipersyaratkan lagi untuk 

ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha 

Kena Pajak. 

2. e-Faktur menggunakan mata uang Rupiah 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

CONTOH SURAT SETOR PAJAK 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LAMPIRAN : B5 

 

5. Format Kuitansi pembelian dengan nilai Ó Rp. 10.000.000,- 

 

 

                  

  

    

Tahun Anggaran  :  ...........     

  

    

Bukti kas No       : .......(No.Urut)/LPPM/.....(Bln)/....(Th)     

  

       

  

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran ITS 

  

  

  

       

  

Banyaknya Uang :  RP 41.800.000  

  

  

         

 NPWP : 07.773.920.9-502.000 

  

  

Untuk Pembayaran : Pembelian 380 bh Tinta Printer Canon iP 1880@ Rp.100.000 + PPn 10% = Rp 

41.800.000,- Untuk menunjang kegiatan Penelitian....... (judul penelitian atau judul 

pengabdian)   

   

     

  

Terbilang : Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah     

                  

  

       

  

Mengetahui, 

    

 Surabaya ,..............    

Ketua Peneliti 

    

  

 

  

  

    

(ttd & Stempel toko) 

 

  

  

    

Materai Rp 6000 

 

  

  

       

  

  

       

  

Nama Lengkap 

    

Nama Terang  

 

  

NIP................ 

      

  

                  



 
 

 

 

*Catatan:  

1. SPJ/kuitansi  dibubuhi materai Rp.6.000, -  

2. SPJ/kuitansi  dilampiri Nota  pembelian asli dari toko yang telah distempel dan 

ditanda tangani  oleh pemilik/pegawai toko .  

3. Dilampiri e-Faktur, SSP PPn dan PPh22 atau PPh23 

4. Fotokopi NPWP toko/pemberi jasa.  

5. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). 

6. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 

7. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

8. Fotokopi Akte Pendirian dari Notaris.  

 

 

 



 
 

 

 

CONTOH NOTA 

 

 

 

 

 

 

*Catatan:  

1. Tanggal dan Nama Pembeli harus di isi 

2. Tempelkan/sertakan juga nota pembelian asli dari toko yang telah distempel dan 

ditanda tangani oleh petugas/pemilik toko sebagai lampiran.  

 



 
 

 

 

 

*Catatan:  

1. e-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak dipersyaratkan lagi untuk 

ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha 

Kena Pajak. 

2. e-Faktur menggunakan mata uang Rupiah 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

CONTOH SURAT SETOR PAJAK 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CONTOH NPWP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CONTOH SIUP 

 

 

 



 
 

 

CONTOH TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

 

 

 

 

 


